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WALIKOTA DUMAI
PROVINSI RIAU

PERATURAN WALI KOTA DUMAI

NOMOR 2\ TAHUN 2025

TENTANG

TATA CARA PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN
KEBERATAN PAJAK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA DUMAI,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 93 avat (3) Peraturan
Daerah Kota Dumai Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Dacrah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang
Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah.

l.

2.

Pasal 18 avat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3829);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kena menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Antara Pemcrintah Pusat dan Pemerintahan Dacrah
(Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan
Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6881);

3.

4.

5.

6.



Menetapkan

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2019
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157):
Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 1 Tahun 2024 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Dacrah Kota
Dumai Tahun 2024 Nomor | Seri B).

8.

MEMUTUSKAN:

PERATURAN WALI KOTA DUMAI TATA CARA PENGAJUAN DAN
PENYELESAIAN KEBERATAN PAJAK DAERAH.

BAB |

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:
1.
2.

3.
4.
5

10.

11.

Daerah adalah Kota Dumai.
Pemerintah Daerah adalah Wah Kota Duma: dan Perangkat
Dacrah sebagai unsur penyelenggara Pemcrintah Daerah.
Wali Kota adalah Wali Kota Dumai.
Sckretaris Daerah adalah Sekretaris Dacrah Kota Dumai.
Badan Pendapatan Daerah vang selanjutnya disingkat Bapenda
adalah Badan Pendapatan Daerah Kota Dumat.
Kepala Badan adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota
Duma.
Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang
terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa
berdasarkan undang-undang, dengan’ tidak mendapatkan
imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah
bagi sebesar-besarnva kemakmuran rakyat.
Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat
dikenakan Payjak.
Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembavar
pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai
hak dan kewajyiban perpajakan sesuai dengan’ ketentuan
Peraturan Perundang-undangan perpajakan daerah.
Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang
bertanggung jawab atas pembayaran Pajak, termasuk wakil vang
menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut
ketentuan peraturan perundang undangan perpajakan.
Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang
merupakan kesatuan, batik yang melakukan usaha maupun yang
tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas,
perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik
negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha milik desa,
dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi,
koperasi, dana pensiun, persckutuan, perkumpulan, yavasan,
organisasSl massa, organisasi sosial politik, atau organisasi
lainnva, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak
investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

6.

7.

8.

9.



12.

13.

14.

15.
16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan vang
selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau
bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh

orang pribadi atau Badan.
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang sclanjutnya
disingkat BPHTB adalah Pajak atas perolehan Hak atas Tanah
dan/atau Bangunan.
Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJUT
adalah Pajak yang dibavarkan oleh konsumen akhir atas
konsumsi barang dan/atau jasa tertentu.
Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan reklame.
Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah Pajak
atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya
disebut Payak MBLB adalah Pajak atas kegiatan pengambilan
mineral bukan logam dan bantuan dari sumber alam di dalam
dan/atau di permukaan Bumi untuk di manfaatkan.
Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas kegiatan
pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walct.
Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat
NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada Wayjib Pajak
sebagai sarana dalam administrasi perpajyakan Daerah vang
dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wayib
Pajak dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban
perpajakan daerahnya.
Nomor Objek Pajak Daerah vang sclanjutnya disingkat NOPD
adalah nomor identitas objek Pajak sebagai sarana dalam
administrasi perpajakan dengan ketentuan tertentu.
Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah
harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang
terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual
beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek
lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP
pengganti.
Surat Pemberitahuan Pajak Daerah vang sclanjutnya disingkat
SPTPD adalah surat yang oleh Wayib Pajak digunakan untuk
melaporkan penghiltungan dan/atau pembavaran Pajak, objek
Pajak dan/atau bukan objek Pajak, dan/ atau harta dan
kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan perpajakan Dacrah.
Surat Pembentahuan Objek Pajak vang selanjutnva disingkat
SPOP adalah surat yang digunakan olch Wajib Pajak untuk
melaporkan data subjek dan objek PBB-P2 sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
Surat Setoran Pajak Daerah vang selanjutnya disingkat SSPD
adalah bukti pembayaran atau penvetoran Pajak vang telah
dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan
dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang
ditunjuk oleh Wali Kota.

. Surat Pembentahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat2:
SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan
besarnva PBB-P2 vang terutang kepada Wajib Pajak.

. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang26
selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketctapan Pajak
yang menentukan tambahan atas jumlah Pajyak yang telah
ditetapkan.



27. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat
SKPDN adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah
pokok Pajak sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau
Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak.

28. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bavar yang selanjutnva
disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan Pajak yang
menentukan jumlah kelebihan pembayaran Pajak karena jumlah
kredit Pajak lebih besar daripada Pajak yang terutang atau
seharusnya tidak terutang.

29. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang
membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau
kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan
perundang-undangan perpajakan Daerah yang terdapat dalam
SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, STPD, Surat
Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.

30. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas
keberatan terhadap SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN,
SKPDLB, atau terhadap pemotongan atau Pemungutan pihak
ketiga vang diajukan oleh Wajib Pajak.

31. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas
banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan
oleh Wayib Pajyak.

32. Penelitian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk
menilai kelengkapan pengisian surat) pemberitahuan atau
dokumen lain yang dipersamakan dan lampiran-lampirannva
termasuk penilaian tentang kebenaran” penulisan dan
penghitungannya serta kesesuaian antara surat pemberitahuan
dengan SSPD.

33. Utang Pajak adalah Pajak yang masih harus dibavar termasuk
sanksi administratif berupa bunga, denda, dan/atau kenaikan
yang tercantum dalam surat ketetapan Pajak atau surat
sejenisnya berdasarkan- peraturan perundang-undangan
perpajakan Daerah.

34. Pemernksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan
mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan
secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar
Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban
Pajyak dan Retribus: dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka
melaksanakan ketentuan- peraturan perundang-undangan
perpajakan dan Retnbusi Daerah.

35. Tahun Pajak adalah jangka waktu vang lamanya | (satu) tahun
kalender, kecuali apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku
yang tidak sama dengan tahun kalender.

Bagian Kedua
Tujuan dan Ruang Lingkup

Pasal 2

Peraturan Wali Kota ini bertujuan untuk memberikan petunjuk
pelaksanaan terkait tata cara pengajuan dan penyclesaian keberatan
Pajak Daerah.

Pasal 3

Ruang- lingkup Peraturan Wali Kota ini yaitu mengatur tata
Cara pengajuan dan penvelesaian keberatan Pajak Daerah.



(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

BAB II
TATA CARA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 4

Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala
Badan atau pejabat yang berwenang atas suatu.

SPPT;
SKPD;
SKPDKB,;
SKPDKBT;
SKPDLB; DAN/ ATAU
SKPDN.

a.
b.
Cc

¢.
f.

Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanva dapat
diajukan terhadap materi atau isi dari surat ketetapan pajak.
Keberatan yang diajukan dengan alasan selain maten atau isi
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dianggap bukan
merupakan Surat Keberatan dan tidak dapat
dipertimbangkan.

Bagian Kedua
Persyaratan Pengajuan Keberatan Pajak Daerah

Pasal 5

Wajib Pajak yang mengajukan~ keberatan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4, harus memenuhi persyaratan dan
melampirkan dokumen pendukung.
Persvaratan yang harus dipenuhi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), yaitu sebagai berikut:
a. keberatan sebagaimana dimaksud pada avat (J) diajukan

secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan
mengemukakan jumlah Pajak terutang atau jumlah Pajak
yang dipotong atau dipungut, berdasarkan penghitungan
Wayjib Pajak, dengan disertai alasan yang jelas;

b. 1 (satu) keberatan diajukan untuk 1 (satu) surat ketetapan
pajak;

c. pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (I)
harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan
sejak tanggal SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, atau
SKPDN dikirim atau tanggal pemotongan atau Pemungutan,
kecuali jika Wayib Payak dapat menunjukkan bahwa jangka
waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan kahar;

d. Keberatan dapat diajukan apabila Wayib Pajak telah
membayar Pajak terutang dalam SPPT, SKPD, SKPDKB,
SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, atau pemotongan’ atau
Pemungutan oleh pihak ketiga paling sedikit sejumlah yang
telah disetujyul Wajib Pajak;

e. Dalam hal Wayib Pajyak mengajukan keberatan, jangka waktu
pelunasan atas jumlah Pajak vang belum dibavar pada saat
pengajuan keberatan tertangguh sampai dengan 1 (satu)
bulan sejak tanggal penerbitan Surat Keputusan Keberatan;

f. Jumlah Pajak yang belum dibavar pada saat pengajuan
permohonan keberatan sebagaimina dimaksud pada poin (e)
tidak termasuk sebagai Utang Pajak; dan

3



(3)

(4)

(1)

(2)

(3)

(1)

g. Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana
dimaksud pada poin (a), ayat (b), ayat (c), (d) dan poin (e) tidak
dianggap sebagai surat keberatan.

Dokumen pendukung yang harus) dilampirkan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), terdim atas:
a. fotokopi SPPT/ SKPD / SKPDKB / SKPDKBT/ SKPDLB/

SKPDN;
b. fotokopi KTP Wajib Pajak;
c. surat kuasa wajib bermaterai , jika pengajuan dikuasakan

dan fotokopi KTP penenma kuasa;
d. fotokopi1 bukti pembavaran Pajak Daerah berdasarkan

penghitungan Wayib Pajak atau berdasarkan pembahasan
akhir hasil pemenksaan; dan

e. dokumen-dokumen mendukung pengajuan kebcratan.
Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat 2 poin (c)
meliputi:
a. bencana alam;
b. kebakaran;
c. kerusuhan massal atau huru-hara;
d. wabah penyakit; dan/ atau
e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Wali Kota.

Bagian Kcetiga
Penvampaian Surat Keberatan

Pasal 6

Wajib Pajak menyampaikan Surat Keberatan kepada Kepala
Badan scsuai tempat Wajib Pajak atau lokasi objek pajak
terdaftar.
Penyampaian Surat Keberatan dilakukan dengan cara sebagaibenkut:
a. penyampaian secara langsung;
b. penyampaian melalui pos atau jasa ekspedisi atau jasa kurir

dengan bukti pengiriman surat; atau
c. cara lain sesuai_ ketentuan peraturan perundang-

undangan.
Surat Keberatan vang disampaikan melalui cara sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, diberikan bukti
penerimaan surat oleh petugas pajak yang merupakan tanda
bukti penerimaan Surat Keberatan.

Bagian Keempat
Tindak Lanjut Surat Keberatan

Pasal 7

Surat Keberatan yang tidak memenuhi
persyaratan scbagaimana_ dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2)
poin (e), dianggap bukan merupakan Surat Keberatan dan
tidak diterbitkan Surat Keputusan Keberatan.
Kepala Badan Pendapatan Daerah atau pejabat vang berwenang,
menyampaikan surat’ pemberitahuan kepada Wayib Pajak
yang mengajukan keberatan dan tidak memenuhi persyaratan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan disertai
alasan pertimbangan.

(2)



(3) Surat Keberatan yang memenuhi persyaratan dan
melampirkan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3), ditindaklanjuti ke proses
penyelesaian keberatan.

Bagian Kelima
Pencabutan

Pasal 8

(1) Wajib Pajak dapat mencabut Surat Keberatan vang telah
disampaikan sebclum tanggal diterima Surat Pemberitahuan
Untuk Hadir oleh Wajib Pajak.

(2} Pencabutan Surat Keberatan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), dilakukan melalui penvampaian surat permohonan
dengan kctentuan sebagai berikut:
a. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia;
b. mencantumkan alasan pencabutan Surat Keberatan; dan
c. ditandatangani Wayib Pajak, dalam hal tidak

ditandatangam: Wayjib Pajak harus dilampiri Surat Kuasa
bermaterai cukup.

(3) Pencabutan Surat Keberatan disampaikan kepada Kepala
Badan.

(4) Kepala Badan wajib membenkan jawaban atas pencabutan
Surat Keberatan Wayib Pajak dalam jangka waktu paling lama 10
(sepuluh) hari kerja sejak diterimanya surat pencabutan Surat
Keberatan.

(5S) Jawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa
menerima, menerima sebahagian atau) menolak dengan
didasarkan atas pertimbangan tertentu.

(6) Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan Kepala Badan belum
memberikan jawaban, maka permohonan Wayib Pajak dianggap
diterima.
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Pasal 9

Dalam hal permohonan pencabutan Surat Keberatan_ diterima,
Wajib Pajak tidak dapat mengajukan permohonan keberatan kembali
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 1.

Bagian Keenam
Proses Penyelesaian Kebcratan

Pasal 10

(1) Dalam hal Surat Keberatan yang telah memenuhi persyaratan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, ditindaklanjuti dengan
menguji data vang dimiliki Badan Pendapatan Daerah dengan
data yang disampaikan oleh Wajib Pajak/Kuasa Wajib Pajak.

(2) Petugas pajyak dalam menguji data sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) memiliki kewenangan sebagai berikut:
a. mengajukan peminjaman dokumen yang berkaitan dengan

proses penvelesaian keberatan kepada Wajib Pajak;
b. meminta keterangan kepada Wajib Pajak;
c. melakukan penelitian lapangan; dan/atau
d. meminta data dan informasi kepada pihak lain jika ada.



(3)

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(1)

(2)

Apabila berdasarkan hasil pengujian sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) masih dibutuhkan data atau informasi, petugas
pajak dapat melakukan pemenksaan atau pemeriksaan ulang
sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan.

Pasal 11

Kewenangan mengajukan peminjaman dokumen sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a, dilakukan melalui
penyampaian surat permintaan peminjaman dokumen.
Wajib Pajak harus memenuhi permintaan pemimjaman
dokumen, paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya
surat permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
Apabila Wajib Pajak/Kuasa Wajib Pajak tidak =memenuhi

permintaan peminjaman dokumen_ sebagaimana_ dimaksud
pada avyat (2), kegiatan pengujian data tetap dilanjutkan dan
menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan.

Pasal 12

Kewenangan meminta keterangan kepada Wajib Pajak
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b,
dilakukan melalui penyampaian undangan.
Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan
dalam rangka memperoleh Keterangan tambahan

_— sebagai
bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan.
Apabila Wajib Pajak/Kuasa Wajib Pajak tidak memenuhi
undangan sebagaimana dimaksud pada avat (1), kegiatan
proses penyelesaian keberatan tetap dilanjutkan.

Pasal 13

Kewenangan melakukan penelitian lapangan scbagaimana
dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c, dilakukan apabila
petugas pajak membutuhkan informasi yang berkaitan
dengan kondisi objek pajak yang diajukan keberatan.
Sebelum melakukan penelitian lapangan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kena petugas
pajak harus menvampaikan surat pemberitahuan kepada
Wayjib Pajak/Kuasa Wayjib Pajak.

Pasal 14

Apabila dalam jangka waktu) 12 (dua belas) bulan= sejak
permohonan Surat Keberatan ditemma_ Kkepala Badan
Pendapatan Daerah belum menerbitkan keputusan atas
pengajuan Keberatan Wajib Pajak, maka pengajuan
keberatan dianggap dikabulkan seluruhnya.
Surat Keberatan vang ditcrima sebagaimana dimaksud pada avat
(1), ditindaklanjuti dengan menerbitkan Surat Keputusan
Keberatan dengan scbclumnya tctap dibuatkannya Laporan
Penelitian Keberatan.



(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Bagian Ketujuh
Tindak Lanjut Proses Penyelesaian Keberatan

Pasal 15

Hasil proses penyelesaian keberatan ditindaklanjuti dengan
disusunnya Laporan Penelitian Keberatan.
Sebelum menerbitkan Surat Keputusan Keberatan, Kepala Badan
Pendapatan Dacrah meminta Wajib Pajak untuk hadir guna
memberikan keterangan atau memperoleh penjelasan mengenai
keberatan Wayib Pajak melalui penyampalan Surat
Pemberitahuan Untuk Hadir yang dilampiri dengan:
a. pemberitahuan hasil penelitian keberatan, dan
b. surat tanggapan hasil penelitian keberatan.
Pemberitahuan hasil penelitian keberatan sebagaimana
dimaksud pada avat (2) huruf a tidak bersifat final dan bukan
merupakan keputusan atas keberatan yang diajukan oleh
Wayib Pajak.
Tanggapan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf b, dituangkan dalam Berita Acara’ Kehadiran Wayib
Pajak.
Dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi Surat Pembentahuan
Untuk Hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (2), petugas pajak
tetap membuatkan Berita Acara Ketidakhadiran Wayib Pajak dan
proses penyelesaian Keberatan tetap dilanjutkan.

Pasal 16

Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk harus memberi keputusan
atas keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak sebagaimana
dimaksud;
Dalam memberikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan
Penelittian atau Pemeriksaan;
Keputusan Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam jangka waktu paling
lama 12 (dua belas) bulan seyak tanggal surat keberatan diterima;
Jika nilai keputusan di atas Rp 5.000.000 (Lima Juta Rupiah)
maka Keputusan di keluarkan oleh Wali Kota dan jika nila
keputusan di bawah Rp 5.000.000 (Lima Juta Rupiah) maka
Keputusan di keluarkan oleh kepala Badan Pendapatan Daerah;
Keputusan Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk atas keberatan
dapat berupa:
a. menerima seluruhnya dalam hal Pajak terutang berdasarkan

hasil penelitian sama dengan Pajak yang terutang menurut
Wayjib Pajak;

b. mencrima sebagian dalam hal Pajak terutang berdasarkan
hasil penelitian sebagian sama dengan Pajak yang terutang
menurut Wajib Pajak;

c. menolak dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil
penelitian sama dengan Pajak yang terutang dalam surat
keputusan / kKetetapan yang diajukan keberatan oleh Wajib
Pajak; atau

d. menambah besarnva jumlah Pajak yang terutang dalam hal
Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian lebth besar dari
Pajak vang terutang dalam surat keputusan/ketctapan yang
diajukan keberatan oleh Wajib Pajak.

(4

(5)
a



(6)

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(33)

(4)

(1)

(2)

(3)

Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) Wali Kota atau Pejabat vang ditunjuk udak memberi suatu
keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap diterima.

Pasal 17

Dalam hal pengajuan kebcratan Pajak dikabulkan sebagian atau
seluruhnya, kelebihan pembayaran Pajak dikembalikan dengan
ditambah imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen)
per bulan dihitung dari Pajak yang lebih dibayar untuk jangka
waktu puling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dan
bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung
sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya Surat
Keputusan Keberatan.
Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan
sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda
sebesar 30° (tiga puluh persen) dari jumlah Pajak berdasarkan
keputusan keberatan dikurangi dengan Pajak yang telah dibayar
sebelum mengajukan keberatan.

a

Bagian Kedelapan
Banding

Pasal 18

Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanva
kepada badan peradilan pajak atas Surat Keputusan Keberatan
yang ditetapkan oleh Wali Kota atau Pejabat vang ditunjuk paling
lama 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima dengan dilampiri
salinan Surat Keputusan Keberatan
Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dan dengan
disertal alasan yang jelas.
Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
menangguhkan kewajiban membayar Pajak sampai dengan 1

(satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.
Pengajuan banding dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

Dalam hal permohonan banding dikabulkan sebagian atau
seluruhnya, kelebihan pembavaran Pajak dikembalikan dengan
ditambah imbalan bunga sebesar 0,6%0 (nol Koma enam persen)
per bulan dihitung dari Pajak yang Iebih dibayar untuk jangka
waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari
bulan dihitung penuh| (satu) bulan.
Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung
sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya Putusan
Banding.
Dalam hal Wajib Payak mengajukan permohonan banding, sanksi
administratif berupa denda sebesar 30% (tiga puluh_ persen)
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) tidak dikenakan.

a



(4) Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan
sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administrauf berupa denda
scbesar 60% (enam puluh persen) dari jumlah Pajak berdasarkan
Putusan Banding dikurangi dengan Pajak yang telah dibayar
sebelum mengajukan keberatan.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tangga! diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kota Dumat.

Diundangkan di Dumai
pada tanggal April 2025

AERAH KOTA DUMAI,

INDRA GUNAWAN

BERITA DAERAH KOTA DUMAI TAHUN 2025 NOMOR

Ditetapkan di Dumai
pad al 28 April 2025

ALI KOTA DUMAI,

PAISAL

SEKRET

1 SERB


